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ABSTRAK 

Adanya hak ijbar yang digunakan sebagai hak memaksa untuk menikahkan 

seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya sering kali menjadikan 

perdebatan di kalangan ulama, termasuk ulama kontemporer seperti Ahmad Azhar 

Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh. Pandangan Ahmad Azhar Basyir terkait hak ijbar 

adalah membolehkan adanya hak ijbar terhadap seorang gadis tetapi tidak 

dibolehkan untuk seorang janda. M.A. Sahal Mahfudh berpendapat bahwa hak ijbar 

tidak boleh diberlakukan, baik untuk perempuan perawan ataupun janda. Untuk 

mengetahui perbedaan pendapat di antara keduanya, penelitian ini hendak mengkaji 

mengapa Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh berbeda pendapat tentang 

hak ijbar wali mujbir dalam sebuah pernikahan? Apa dasar hukum dan argumentasi 

yang digunakan oleh keduanya dalam menetapkan hukum terkait hak ijbar wali 

nikah? Tujuan penelitian ini guna mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi 

perbedaan pendapat Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh serta 

mengetahui dasar hukum dan argumentasi yang digunakan oleh keduanya dalam 

memberikan pandangan/ pendapat tentang adanya hak ijbar bagi wali mujbir dalam 

sebuah pernikahan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu 

penelitian yang dalam penyelesaiannya menggunakan data-data atau bahan-bahan 

yang bersumber dari buku-buku dan kitab-kitab yang mempunyai relevansi terkait 

hak ijbar wali nikah. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usul fikih. Data 

yang telah dikumpulkan tersebut dijelaskan secara sistematis dan dianalisis dengan 

metode istinbat hukum masing-masing, kemudian membandingkan apa yang 

menjadikan perbedaan pendapat di antara kedua tokoh tersebut tentang penggunaan 

hak ijbar wali nikah. 

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, bahwa Ahmad Azhar 

Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh berbeda pendapat tentang hak ijbar dikarenakan 

kedua tokoh mempunyai perbedaan dalam metode istinbat hukum yang digunakan 

dan perbedaan pemahaman dalil di antara keduanya yang di dalamnya terdapat 

perbedaan validasi dan perbedaan pemahaman makna dalil. Kedua, menurut 

Ahmad Azhar Basyir hak ijbar boleh digunakan oleh wali mujbir terhadap anak 

gadisnya, tetapi dalam menggunakan hak ijbarnya wali mujbir harus memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditentukan. Adanya kebolehan hak ijbar ini adalah sebagai 

bentuk pertimbangan untuk kebaikan perempuan tersebut karena sering terjadi 

seorang perempuan tidak pandai dalam memilih pasangan. Kemudian terhadap 

seorang janda hak ijbar tidak diberlakukan. Sedangkan menurut M.A. Sahal 

Mahfudh hak ijbar tidak berlaku dalam sebuah pernikahan, baik terhadap anak 

perempuan perawan maupun janda. Ia mengutip pendapat dari Mazhab Syafi’i dan 

Mazhab Hanafi tentang hak ijbar. Kemudian setelah mengomparasikan pendapat 

tentang hak ijbar dari kedua mazhab tersebut ia lebih condong kepada pendapat dari 
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Mazhab Hanafi yaitu dengan memandangnya dari segi kemaslahatan, bahwa 

seorang anak perempuan baik sudah dewasa atau belum, berhak menolak untuk 

dinikahkan dengan laki-laki yang bukan sekufu tanpa persetujuannya. Begitu pula 

sebaliknya bahwa orang tua juga berhak menolak keinginan anaknya untuk 

menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu. Apabila seorang perempuan 

mempunyai keinginan untuk menikah dengan laki-laki yang sekufu, maka orang tua 

tidak boleh menolak keinginannya tersebut. 

 

Kata Kunci: Hak Ijbar, Wali Nikah. 
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MOTTO 

Bagaimanapun keadaan dan situasinya, waktu pasti 

akan terus berjalan maju. Ia tak akan pernah berhenti 

berjalan meski engkau memintanya, meski engkau 

sangat menginginkannya. 

“Karena Hidup Terus Berjalan” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah Pedoman 

Transliterasi Arab-Latin yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Rebublik Indonesia Nomor: 158  Tahun 1987 dan Nomor: 

0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:  

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak ا َ

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba’ B Be بَ 

 Ta’ T Te تَ 

 Sa’ S Es (dengan titik di atas) ثَ 

 Jim J Je جَ 

 Ha’ H   Ha (dengan titik di حَ 

bawah) 

 Kha’ Kh Ka dan ha خَ 

 Dal D De د َ
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 Zal Z Zet (dengan titik di atas) ذ َ

 Ra’ R Er رَ 

 Zai Z  Zet زَ 

 Sin S  Es سَ 

 Syin Sy Es dan ye شَ 

 Sad S Es (dengan titik di صَ 

bawah) 

 Dad D  De (dengan titik di ضَ 

bawah) 

 Ta’ T Te (dengan titik di طَ 

bawah) 

 Za’ Z Zet (dengan titik di ظَ 

bawah) 

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ عَ 

 Gain G Ge غَ 

 Fa’ F Ef فَ 

 Qaf Q Ki قَ 

 Kaf K A كَ 

 Lam L El لَ 
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 Mim M Em مَ 

 Nun N  En نَ 

 Wau W  We وَ 

 Ha’ H Ha ه َ

 Hamzah ‘ Apostrof ءَ 

 Ya’ Y Ye يَ 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

َمُت عّدِدَّة َ Ditulis muta’addidah 

 Ditulis ‘iddah عِدَّة َ

 

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis “h” 

ة َ َحِكْم  Ditulis Hikmah 

 Ditulis ‘illah عِلَّة َ

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti: zakat dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
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2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan “h” 

ةَُالأ وْلِي اءَِ ام  َك ر  Ditulis Karamah al-Auliya’ 

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan 

dammah ditulis “t” atau “h” 

ك ةَُالفِطْرَِ  Ditulis Zakah al-Fitri ز 

 

D. Vokal Pendek 

_ ____َ  

َك ت بَ 

Fathah Ditulis 

 

Ditulis 

A 

 

Kataba 

_____َ

ََِِ

 ق وِيَْ

Kasrah Ditulis 

 

Ditulis 

i  

 

Qawi 

__ُ___ 

مَُ  يكُْر 

Dammah Ditulis 

 

Ditulis 

U 

 

Yukramu 

 

E. Vokal Panjang 

fathah + alif Ditulis A 
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اهِلِي ةَُ  ج 

 

Ditulis 

 

Jahiliyah 

fathah + ya’mati 

 

ىَْ  ق و 

Ditulis 

 

Ditulis 

A 

 

Qawa 

kasrah+ ya’mati 

 

 ك رِيْمَُ

Ditulis 

 

Ditulis 

I 

 

Karim 

dammah  + wawu mati 

 

 فُرُوْعَُ

Ditulis 

 

Ditulis 

u  

 

furu’ 

 

F. Vokal Rangkap 

Fathah + ya’ mati 

 

 ب يْن كُمَْ

Ditulis 

 

Ditulis 

Ai 

 

Bainakum 

Fathah + wawu mati 

 

 ق وْلَُ

Ditulis 

 

Ditulis 

Au 

 

Qaul 
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G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis A’antum ا ا نْتمَُْ

 Ditulis La’in syakartum ل ئنَِْش ك رْتمَُْ

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan hurul 

“alif lam”, namun dalam transliterasi ini kata sandang yang diikuti oleh 

huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. 

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

رَُ  Ditulis al-Qomar الق م 

 Ditulis al-Qiyas القِي اسَُ

 

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “el” 

nya.  

 Ditulis asy-Syams الش مْسَُ

اءَُ  ’Ditulis as-Sama الس م 
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I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

Contoh : 

 Ditulis Ahl as-Sunnah أ هْلَُالسنَُّةَُ

 Ditulis as-Sayyid Sabiq الس يِّدَْس ابِقَُ

 

J. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam transliterasi namun huruf ini juga digunakan. Penggunaan huruf 

kapitalis seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan 

kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis 

dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya. 

Contoh : َ د َاللهَُا ح  َقلَُْهُو     Qul Huwallāhu Ahad 

K. Pengecualian  

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat 

didalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, misalnya kata: 

hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya. 
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b.  Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-

kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh 

Jinayah dan sebagainya. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari 

negara yang menggunakan huruflatin, misalnya: Quraish Shihab, 

Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: 

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,1 serta 

untuk memenuhi panggilan agama, juga untuk memelihara diri dari kejahatan dan 

kerusakan.2 

Adapun salah satu rukun dalam perkawinan adalah adanya seorang wali. 

Wali dalam perkawinan mempunyai peranan yang sangat penting karena wali 

merupakan seseorang yang diberi kekuasaan untuk mengawinkan seorang 

perempuan yang berada di bawah kekuasaannya.3 Apabila suatu perkawinan 

dilaksanakan tanpa adanya seorang wali, maka perkawinan tersebut tidaklah sah.4 

Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi: 

لِي5َِّ  ََبوِ  َاِلََّ َنِك اح   لَ 

 
1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. 

2 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 17. 

3 Rohmat, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, dan 

Praktiknya di Indonesia,” Jurnal al-‘Adalah, No. 2, Vol. X (Juli 2011), hlm. 167. 

4 Ibid. 

5 Abu> D{a>wud Sulaima>n bin D{a>wud bin al-Jaru>d at{-T{aya>lisi> al-Bas}ri>, Musnad Abi> Da>wud 
at}-T}ayalisi (Mesir: Dar Hijr, 1999), I: 422, nomor hadis 525, “Ba>b Abu> Majlaz wa ghairihi ‘an Abi> 
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Wali nikah menurut mayoritas ulama digolongkan menjadi dua macam, 

yakni wali mujbir dan wali non mujbir.6 Wali mujbir termasuk dalam golongan wali 

dekat atau wali qarib. Sedangkan wali non mujbir itu merupakan wali ab’ad atau 

wali jauh. Wali dekat atau wali qarib yaitu ayah dan jika tidak ada ayah maka 

pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak 

perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih 

berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anak tersebut. Wali dalam 

kedudukan seperti ini disebut sebagai wali mujbir.7 Dengan kata lain wali mujbir 

adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwakilkan tanpa 

menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang 

diwakilkan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada di bawah 

perwaliannya.8 

Dalam Mazhab Syafi’i, sebagaimana termaktub pada literatur-literatur 

fikihnya, ternyata diakui adanya wali mujbir (bapak atau kakek) yang memiliki hak 

memaksa anak perempuannya yang masih perawan.9 Hak ijbar tidak berlaku untuk 

perempuan bukan perawan untuk menikah dengan laki-laki tanpa persetujuannya.10 

 
Mu>sa>.” Telah menceritakan kepada kami Abu> Da>wud berkata: telah menceritakan kepada kami Abu> 

‘Awa>nah, dari Abi> Ish}a>q, dari Abi> Burdah, dari Abi> Mu>sa>.  

6 Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam) (Tira Smart: 

Tangerang, 2019), hlm. 22. 

7 Muhammad Ali, Fiqih Munakahat (Lampung: Laduny Alifatama, 2020), hlm. 100. 

8 Kosim, Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya 

dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 65. 

9 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 240. 

10 Ibid. 
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Sebaliknya, menurut Mazhab Maliki dan Hambali hak ijbar dianjurkan (sunah) 

meminta izin dan persetujuan si anak.11 

Dalam dunia perkawinan, keberadaan wali mujbir sering kali menjadikan 

perdebatan di kalangan ulama. Pembahasan tentang wali mujbir tidak bisa terlepas 

dari pembahasan mengenai hak ijbar yang dimilikinya. Adanya hak ijbar tersebut 

mendorong munculnya suatu prinsip dalam perkawinan yaitu dalam hal memilih 

pasangan hidup. Seorang laki-laki dalam menentukan pasangan hidupnya adalah 

ditentukan oleh dirinya sendiri. Sedangkan seorang perempuan dalam memilih 

pasangan hidupnya kelak, ditentukan oleh walinya. Dalam hal inilah seorang wali 

mujbir itu menganggap bahwa dirinya mempunyai hak memaksa seorang anak 

perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk dinikahkan dengan laki-laki 

yang menjadi pilihannya tanpa meminta izin kepada seorang anak perempuan yang 

berada di bawah perwaliannya tersebut. Mereka menganggap bahwa anak 

perempuan tersebut lemah dan tidak bisa memikirkan kemaslahatan sekalipun 

untuk dirinya sendiri juga untuk memikirkan kehidupan yang akan dijalaninya di 

masa mendatang.12 

Hak memilih pasangan hidup bagi seorang perempuan yang ditentukan oleh 

walinya merupakan suatu hal yang sering kali terjadi dan sering dijumpai dalam 

budaya masyarakat Islam di Indonesia. Akan tetapi hal tersebut merupakan suatu 

hal yang bertolak belakang dengan syarat perkawinan yang dituliskan dalam 

 
11 Sahal Mahfudh, Dialog Problematika Umat (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 240-241.  

12 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), hlm. 101. 
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan 

bahwa: perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.13 Lebih lanjut 

disebutkan dalam Pasal 17 ayat (2), yaitu bila ternyata perkawinan tidak disetujui 

oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat 

dilangsungkan.14 Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai adalah 

dimaksudkan agar keduanya bisa benar-benar siap untuk menjalani kehidupan 

rumah tangga seperti melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan 

sebagai seorang istri. 

Pandangan adanya penggunaan hak ijbar yang masih diberlakukan dalam 

budaya masyarakat Islam di Indonesia ini memunculkan gagasan dari beberapa 

tokoh intelekual muslim yang membahas permasalahan mengenai hak ijbar dalam 

perkawinan. Mereka berpandangan bahwa hal ini menjadi penting untuk dibahas 

agar hak-hak perempuan dalam sebuah perkawinan terpenuhi serta mereka 

memandang bahwa perempuan itu mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-

laki (kesetaraan gender). 

Ahmad Azhar Basyir merupakan seorang ulama intelektual yang ahli dalam 

bidang fikih. Beliau juga dikenal sebagai seorang ulama sederhana yang lahir pada 

tahun 1928 M. Beliau adalah seorang ulama yang mampu melakukan pembaruan 

dalam hukum Islam terutama di bidang fikih. Salah satunya adalah permasalahan 

tentang penggunaan hak ijbar wali nikah. Kemudian Sahal Mahfudh, beliau 

 
13 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16 ayat (1). 

14 Pasal 17 ayat (2). 
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bernama lengkap Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudz bin Abdus Salam al-

Hajini. Beliau adalah seorang ahli fikih modern/ kontemporer yang bermazhab 

Syafi’i yang lahir pada tahun 1933 M. Beliau gelisah melihat bagaimana fikih klasik 

kurang tepat atau tidak sesuai dalam memecahkan permasalahan fikih kontemporer, 

seperti halnya permasalahan tentang penggunaan hak ijbar dalam sebuah 

perkawinan. 

Menurut Ahmad Azhar Basyir wali mujbir dapat menggunakan hak ijbarnya 

kepada anak gadisnya tetapi harus melihat prinsip kerelaannya dan memenuhi 

beberapa persyaratan tertentu.15 Sedangkan menurut Sahal Mahfudh hak ijbar tidak 

berlaku bagi perempuan yang telah balig baik perawan maupun janda. Karena 

menurutnya dalam masalah jual beli saja unsur kerelaan menjadi syarat keabsahan 

suatu akad, tentu saja hal ini juga berlaku dalam hal pernikahan yang mana nilai 

akadnya lebih tinggi dan lebih penting.16 

Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh merupakan ulama 

kontemporer yang ahli dalam bidang fikih (hukum Islam). Keduanya juga 

merupakan ulama yang berusaha melakukan pembaruan dalam hukum Islam 

terutama dalam bidang fikih. Keduanya mempunyai organisasi yang berbeda yakni 

Ahmad Azhar Basyir merupakan tokoh Muhammadiyah sedangkan M.A. Sahal 

Mahfudh merupakan tokoh Nahdlatul Ulama. Mereka mempunyai pendapat yang 

berbeda mengenai penggunaan hak ijbar wali dalam sebuah pernikahan. Hal 

 
15 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, hlm. 43. 

16 Sahal Mahfudh, Dialog Problematika Umat, hlm. 241-242. 
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tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan penelitian 

tentang kedua tokoh tersebut dalam permasalahan mengenai hak ijbar yang dimiliki 

oleh wali mujbir dalam sebuah pernikahan menjadi sebuah skripsi yang berjudul 

“Penggunaan Hak Ijbar Wali Nikah: Studi Perbandingan Pandangan Ahmad Azhar 

Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh.” 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun 

merumuskan pokok masalah sebagai berikut:  

1. Mengapa Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh berbeda pendapat 

tentang hak ijbar wali mujbir dalam sebuah pernikahan? 

2. Bagaimana dasar hukum dan argumentasi yang digunakan oleh Ahmad 

Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh dalam memberikan pandangan/ 

pendapat tentang adanya hak ijbar bagi wali mujbir dalam sebuah 

pernikahan? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui mengapa Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal 

Mahfudh berbeda pendapat tentang hak ijbar wali mujbir dalam 

sebuah pernikahan. 

b. Untuk menjelaskan dasar hukum dan argumentasi yang digunakan 

oleh Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh dalam 
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memberikan pandangan/ pendapat tentang adanya hak ijbar bagi wali 

mujbir dalam sebuah pernikahan. 

2. Kegunaan 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dan sumbangsih pemikiran ilmu pengetahuan dalam bidang hukum 

Islam, terkhusus mengenai penggunaan hak ijbar wali nikah menurut 

pandangan Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan referensi dan wawasan pengetahuan bagi masyarakat terkait 

penggunaan hak ijbar wali nikah menurut pandangan Ahmad Azhar 

Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya 

kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau 

disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya 

adalah untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap 

subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang 

akan dilakukan.17 

 
17 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

Pedoman Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 3-4. 
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Pada bagian ini penyusun akan memaparkan beberapa penelitian yang sudah 

ada sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menentukan posisi penelitian yang 

dilakukan oleh penyusun serta menemukan perbedaan penelitian antara penelitian 

satu dengan penelitian yang lain agar penelitian ini terhindar dari unsur plagiasi. 

Penyusun menemukan beberapa penelitian karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan 

tema yang dibahas oleh penyusun. Berikut beberapa penelitian tersebut antara lain: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mochamad Ari Irawan dengan judul 

“Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Pandangan Syafi’i dan 

Hanafi”.18 Penelitian ini membahas mengenai konsep wali mujbir menurut 

pandangan Imam asy-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah. Kesimpulan dari skripsi ini 

adalah menurut Imam asy-Syafi’i yang dapat menjadi wali mujbir adalah ayah dan 

kakek (jika ayah tidak ada). Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah yang dapat 

menjadi wali mujbir dalam sebuah pernikahan adalah ayah, kakek, dan kerabat 

lainnya. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh M. Rizqa Hidayat dengan judul “Hak Ijbar 

dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Fiqh) dan Undang-undang No. 1 

Tahun 1974”.19 Kesimpulan dari skripsi ini adalah di dalam hukum Islam masih 

mengakui adanya hak ijbar yang dalam hal ini masih dipegang oleh kelompok yang 

 
18 Mochamad Ari Irawan, “Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Pandangan 

Syafi’i dan Hanafi,” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016). 

19 M. Rizqa Hidayat, “Hak Ijbar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Fiqh) dan 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974,” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010). 
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diwakili oleh Imam asy-Syafi’i namun berbeda dengan kelompok Imam Abu 

Hanifah yaitu hak ijbar hanya berlaku untuk gadis yang belum balig dan tidak 

berakal. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, tidak mengenal adanya hak ijbar wali nikah namun dalam 

melaksanakan pernikahan harus dengan adanya persetujuan kedua mempelai. 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Syamsud Dukha dengan judul “Hak Ijbar 

dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pandangan Masdar Farid Mas’udi dan Yusuf 

Al-Qaradawi)”.20 Hasil dari penelitian ini adalah hak ijbar menurut pandangan 

Masdar Farid Mas’udi tidak ada. Pemikiran tersebut dilatarbelakangi oleh pola 

pikirnya yang eklektik yaitu pola pikir yang berusaha memilih suatu ajaran yang 

lebih baik tanpa memperdulikan dari aliran, filsafat maupun teori apa pun. 

Sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradawi, hak ijbar masih dimiliki oleh orang tua 

(wali) terhadap anak perempuannya baik gadis maupun janda yang masih kecil. 

Pandangan tersebut dilatarbelakangi oleh pemikirannya yang moderat. 

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Novita Rizky Hidayah dengan judul “Hak 

Ijbar Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas’udi”.21 

Pembahasan dari skripsi ini berfokus pada hak ijbar dengan mengambil pendapat 

 
20 Syamsud Dukha, “Hak Ijbar dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pandangan Masdar 

Farid Mas’udi dan Yusuf Al-Qaradawi),” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008). 

21 Novita Rizky Hidayah, “Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir dan 

Masdar Farid Mas’udi,” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. 

Saifudin Zuhri Purwokerto (2021). 
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dari Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas’udi. Terdapat perbedaan dengan 

skripsi yang dibuat oleh penyusun yaitu dari segi komparasinya. 

Kelima, skripsi yang ditulis oleh M. Almas Athoillah dengan judul “Studi 

Komparatif Pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah tentang Wali 

Mujbir”.22 Pembahasan dari skripsi ini berfokus pada wali mujbir dengan 

mengambil pandangan dari Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah sebagai 

pembandingnya.  

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Niswatul Imamah dengan judul 

“Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Hak Ijbar Wali Nikah”.23 Skripsi ini membahas 

tentang pandangan Ibn Taimiyah tentang keberadaan hak ijbar wali nikah yang 

dihapus dalam hukum Islam bagi perempuan dewasa serta kontribusi dan 

relevansinya dengan hak perempuan dalam memilih pasangan. 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyusun terkait penelitian 

mengenai hak ijbar wali nikah pada dasarnya telah tergambarkan secara detail 

tentang konsep hak ijbar wali nikah yang dimiliki oleh wali mujbir. Namun dalam 

penelitian yang dilakukan oleh penyusun terdapat perbedaan dengan penelitian-

penelitian yang sudah ditemukan di atas. Perbedaan tersebut adalah pada objek 

variabel yang menjadi pembandingnya. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk 

 
22 M. Almas Athoillah, “Studi Komparatif Pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnu 

Taimiyah tentang Wali Mujbir,” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Negeri 

Purwokerto (2020). 

23 Niswatul Imamah, “Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Hak Ijbar Wali Nikah,” Skripsi 

Mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003). 
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meneliti permasalahan ini yaitu dengan judul “Penggunaan Hak Ijbar Wali Nikah: 

Studi Perbandingan Pandangan Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh.” 

E. Kerangka Teoretik 

Landasan teori secara umum merupakan sebuah sistem konsep abstrak yang 

mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang 

membantu dalam memahami sebuah fenomena. Landasan teori juga diartikan 

sebagai salah satu bagian yang ada di dalam suatu penelitian yang berisi tentang 

teori-teori serta hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan.24 

Pembahasan tentang hak ijbar yang dimiliki oleh wali mujbir dalam sebuah 

perkawinan adalah sebuah pembahasan yang menarik untuk diteliti. Adanya hak 

ijbar (sebagai suatu hak yang memaksa) dalam sebuah perkawinan bisa menjadikan 

suatu hal yang dapat menimbulkan adanya sikap diskriminasi terhadap seorang 

perempuan dalam hal memilih pasangan hidupnya. Adapun teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teori perbedaan pemahaman dalil dan teori maqāṣid al-

syarī’ah. 

1. Teori Perbedaan Pemahaman Dalil 

Perbedaan yang dimaksud dalam teori ini adalah perbedaan di antara 

ahli hukum Islam (fuqa>ha) dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang 

bersifat furu’iyah, bukan ushuliyah yang disebabkan oleh perbedaan 

 
24 Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu 

Group Yogyakarta, 2020), hlm. 314-315. 
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pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu 

masalah.25 

2. Teori Maqāṣid al-Syarī’ah 

Teori maqāṣid al-syarī’ah tidak bisa dipisahkan dari pembahasan 

tentang maslahah karena dari segi substansinya tujuan dari teori maqāṣid al-

syarī’ah adalah kemaslahatan, yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus 

untuk menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak 

madharat.26 

Menurut al-Sya>t}ibi> konsep maqāṣid al-syarī’ah tercermin dalam 

pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang harus dilindungi 

atau yang dikenal dengan al- maqāṣid al-khamsah yakni emeliharaan agama 

(hifz ad-din), pemeliharaan jiwa (hifz an-nafs), pemeliharaan akal (hifz al-‘aql), 

pemeliharaan keturunan (hifz an-nasl), dan pemeliharaan harta (hifz al-mal).27 

Kedua teori di atas akan digunakan untuk membahas dan menganalisis 

dalam permasalahan tentang hak ijbar wali nikah menurut pandangan Ahmad Azhar 

Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh. 

 
25 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab (Jakarta: Logos, 1997), 

hlm. 47-48. 

26 Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid al-Syari’ah dalam Hukum Islam,” Jurnal Sultan Agung, 

No. 118, Vol. 44 (Agustus 2009), hlm. 118. 

27 Abi Isha>q al-Syathibi Ibra>hi>m Ibn Mu>sa> al-Lakhmi> al-Gharna>thi> al-Ma>liki>, al-

Muwa>faqa>t fi Uṣūl al-Aḥkām (ttp: Dar al-Rasyād al-Ḥadīṡah, t.t.), II: 4. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.28 Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan kajian 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam pelaksanaan 

penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). 

Penelitian pustaka merupakan penelitian yang dalam penyelesaiannya 

menggunakan data-data atau bahan-bahan yang bersumber dari buku, 

ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya.29 

Penelitian ini berupaya menjelaskan pendapat tokoh, yaitu pendapat 

Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh tentang penggunaan hak 

ijbar wali nikah. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif. Penelitian ini 

akan mendeskripsikan pendapat Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal 

Mahfudh tentang penggunaan hak ijbar wali nikah. Langkah selanjutnya 

adalah menganalisis apa saja yang menjadi landasan atau dasar hukum 

yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut, lalu membandingkan apa yang 

 
28 Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian, cet. ke-1 (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 

2021), hlm. 1. 

29 Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan,” Jurnal Iqra’, No. 1, Vol. 08 (2014), hlm. 

68. 
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menjadikan perbedaan pendapat di antara kedua tokoh tersebut tentang 

penggunaan hak ijbar wali nikah. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi 

ini adalah pendekatan us}u>l fiqh. Pengambilan pendekatan us}u>l fiqh ini 

guna menganalisis pendapat antara Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal 

Mahfudh dengan kaidah-kaidah us}u>l fiqh untuk mengetahui metode 

istinbat hukum dan menemukan dimana letak perbedaan pendapat 

keduanya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Hukum Perkawinan Islam dan Refleksi atas Persoalan 

Keislaman karya dari Ahmad Azhar Basyir serta karya dari M.A. 

Sahal Mahfudh yakni Dialog Problematika Umat dan Nuansa Fikih 

Sosial. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder atau data pendukung diperoleh dari 

buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, skripsi, serta karya ilmiah lainnya 

yang berhubungan dengan objek penelitian. 
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5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. 

Deskriptif menjelaskan suatu pokok permasalahan secara sistematis 

kemudian menganalisis apa yang menjadi dasar hukum serta persamaan 

dan perbedaan pendapat di antara kedua tokoh tersebut tentang 

penggunaan hak ijbar yang dimiliki wali mujbir dalam sebuah pernikahan.  

G. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima 

bab. Setiap bab terdiri dari sub bab yang menjadi penjelasnya. Berikut rincian dari 

lima bab tersebut: 

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini 

terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, merupakan bagian penjelasan yang membahas tentang tinjauan 

umum tentang teori yang penulis gunakan yaitu teori perbedaan pemahaman dalil 

dan teori maqāṣid al-syarī’ah. 

Bab ketiga, merupakan bagian penjelasan yang memuat tinjauan umum 

tentang hak ijbar wali nikah yang meliputi pengertian hak ijbar, dasar hukum hak 

ijbar, dan pandangan ulama fikih mengenai hak ijbar wali nikah. Serta berisi tentang 

pengenalan biografi Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh dan pandangan 

keduanya tentang hak ijbar wali nikah. 
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Bab keempat, memaparkan analisis pendapat Ahmad Azhar Basyir dan 

M.A. Sahal Mahfudh mengenai penggunaan hak ijbar wali nikah. 

Bab kelima, merupakan penutup dari semua pembahasan penulisan 

penelitian yang berisikan kesimpulan serta saran-saran.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan pendapat dan analisis mengenai penggunaan hak 

ijbar wali nikah menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh mempunyai perbedaan 

pendapat tentang keberlakuan hak ijbar wali mujbir dalam sebuah 

pernikahan dikarenakan kedua tokoh mempunyai perbedaan dalam metode 

istinbat hukum yang digunakan dan perbedaan pemahaman dalil di antara 

keduanya. Dimana di dalamnya terdapat perbedaan validasi dan 

pemahaman makna dalil yang digunakan sehingga berdampak dalam 

penentuan hukum yang berbeda tentang keberlakuan hak ijbar wali mujbir 

dalam sebuah pernikahan. 

2. Menurut Ahmad Azhar Basyir seorang wali mujbir boleh menggunakan 

hak ijbarnya terhadap seorang perempuan perawan yang berada di bawah 

perwaliannya. Hal tersebut adalah sebagai bentuk pertimbangan untuk 

kebaikan perempuan tersebut karena sering terjadi seorang perempuan 

tidak pandai dalam memilih pasangan sehingga apabila perempuan tersebut 

diberikan kebebasan dalam memilih pasangan dikhawatirkan akan 

mendatangkan kerugian baginya. Dalam menggunakan hak ijbarnya 

seorang wali mujbir harus memenuhi beberapa persyaratan di dalamnya. 
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Jika ada syarat yang tidak terpenuhi maka perempuan yang telah 

dinikahkan oleh walinya tanpa dimintai persetujuannya terlebih dahulu, 

dapat meminta fasakh kepada hakim. Tetapi terhadap perempuan janda 

menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir hak ijbar tidak diperbolehkan, 

yang artinya wali mujbir tidak berhak memaksa anak perempuan janda 

untuk dinikahkan tanpa persetujuannya. Sedangkan menurut M.A. Sahal 

Mahfudh hak ijbar tidak berlaku dalam sebuah perkawinan baik terhadap 

anak perempuan perawan maupun janda. Ia dalam menentukan hukum 

tentang hak ijbar ini dengan mengutip pendapat dari Mazhab Syafi’i dan 

Mazhab Hanafi. Kemudian setelah mengomparasikan pendapat kedua 

mazhab tersebut, ia lebih mengambil pendapat dari Mazhab Hanafi yaitu 

dengan memandang dari segi kemaslahatan baik untuk kepentingan 

seorang perempuan yang akan dinikahkan juga untuk kepentingan orang 

tua sebagai wali. Bahwa seorang anak perempuan baik sudah dewasa atau 

belum, berhak menolak untuk dinikahkan dengan laki-laki yang bukan 

sekufu tanpa persetujuannya. Begitu pula sebaliknya bahwa orang tua juga 

berhak menolak keinginan anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang 

tidak sekufu. Apabila seorang perempuan mempunyai keinginan untuk 

menikah dengan laki-laki yang sekufu, maka orang tua tidak boleh menolak 

keinginannya tersebut. 

B. Saran 

1. Adanya perbedaan pendapat tentang masalah ini tidak perlu dijadikan 

sebagai sebuah perselisihan, tetapi harus dijadikan sebuah pembelajaran. 
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Karena perlu digarisbawahi bahwa perbedaan ini memiliki satu tujuan 

yang sama yakni demi kebaikan dan kebahagiaan sang anak dan juga orang 

tua sebagai wali. 

2. Orang tua dalam memilih pasangan untuk anak perempuannya hendaknya 

meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anak perempuannya tersebut. 

3. Perempuan sebagai anak harus selalu menghormati orang tuanya. Apabila 

orang tua menjodohkan dengan laki-laki yang tidak disenanginya, maka 

dianjurkan untuk menolaknya dengan cara yang baik, sopan, dan santun. 

Apabila seorang anak perempuan ingin memilih pasangan sendiri, maka 

juga harus memperhatikan pendapat dari orang tua. 

4. Peneliti merasa dalam penelitian ini masih banyak kekurangannya, maka 

dari itu penelitian ini diharapkan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi 

bahan penelitian dari berbagai pendekatan dan berbagai sudut pandang. 
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